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Pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya khususnya dalam pemenuhan hak asasi dijamin
sepenuhnya oleh Konstitusi. Pengalihan tanggung jawab ini yang kemudian dilakukan bentuk perjanjian
pengalihan kepada pihak ketiga dalam hal pemenuhan hak asasi di bidang air minum menyebabkan
permasal ahan dengan tingginya harga air minum yang terjadi. Hal ini karena dalam perjanjian yang dibuat
oleh pemerintah dan swasta tersebut, diberikan hak sepenuhnya kepada swasta untuk menetapkan harga jual
air kepada konsumen sehingga yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah diambil alih oleh swasta
dengan dasar perjanjian. Dan hal inilah yang menjadi dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa,
sehingga pada saat hal tersebut dilakukan pengujian dengan cara digugat oleh beberapa warga negara
dengan mekanisme citizen lawsuit, hakim yang menjadi penegak hukum khususnya dalam penegakan
peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk melakukan pembenaran atau pembetulan keadaan
sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang menyangkut mengenai
pemenuhan kebutuhan air minum rakyat yang ada di Provinsi DK Jakarta.

<hr /><i>The Government's Accountability to its citizens especially in the fulfillment of the rights
guaranteed by the Constitution completely. Transfer of this responsibility which isthen in agreement to a
third party in the event of the fulfilment of human rightsin the field of drinking water causes problems with
the high price of drinking water that is happening. Thisis because in the agreement made by the
Government and the private sector, given the right entirely to the private sector to set the selling price of
water to consumers so that Government authorities should be taken over by the private sector on the basis of
the agreement. And this became the basisin tort by the ruler, so that by thetime it is exercised by way of get
sued by some citizens with mechanisms of citizen lawsuits, the judge became law enforcement the
enforcement of legislation, especially in respect of the need to conduct ajustification or rectification of
circumstances so that compliance with the provisions of legislation specifically concerning about meeting
the needs of people who are drinking water in DK Jakarta Province.</i>
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